
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Oaerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
LembaranNegara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara RI Nomor4286);

3. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor5, Tambahan LembaranNegara RI Nomor4355);

4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah dlubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusal dan Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara RI Nomor4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4575);

Menglngat

Menlmbang: a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) TahunAnggaran 2010, maka penu menunjuklmenetapkan Kantor
Pusat PT. Bank Sumsel, Kantor-kantor Cabang dan Cabang-albang
Pembantunya sebagai Pemegang Kas Umum Daerah dan Pembantu Pemegang
Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a penu
menetapkan Peraturan Gubemur tentang Penetapan PT. Bank Sumsel beserta
Cabang dan Cabang Pembantunya sebagai Pemegang Kas Umum Daerah dan
Pembantu Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsl Sumatera
Selatan Tahun Anggaran 2010.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK SUMSEL BESERTA CABANG DAN CABANG
PEMBANTUNYA SEBAGAI PEMEGANG KAS UMUM DAERAH DAN PEMBANTU

PEMEGANG KAS UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2010

GUBERNURSUMATERASELATAN

,



DalamPeraturanGubemur ini yang dimaksuddengan :
1. .Provinsi adalah Provlnsi SumateraSelatan.
2. Pemerinlah Provlnsl adalah PemerintahProvinsi SumateraSelatan.
3. Gubemur adalah GubernurSumateraSelatan.
4. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretarlat Daerah Provlnsl Sumatera

Selatan.
5. Kepala Biro Keuanganadalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Oaerah Provinsi

SumateraSelatan.
6. Bankadalah PT. BankPembangunanDaerahSumateraSelatan.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PT. BANK SUMSEL BESERTA CABANG
DAN CAB~NG pEMBANTUNYA$EBAGAI PEMEGA('JGKAS UMUMDAERAHDAN PEMBANTU
PEMEGANG KAS.UMUM DAERAH PEMERINTI\H PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN
ANGGARAN2009:

MEMUTUSKAN:

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Oaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
NegaraRI Nomor4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanayang telah diubah dengan Peraturan
MenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2008 tentang Pedoman
PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun 2009;

10. Peraturan Daerah Provlnsl Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2000 tentang
Perubahan Bentuk dan Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera
Selatan dart Perusahaan Oaerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah
Tahun2000 Nomor 10 Seri 0) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah
Nomor 16 Tahun 2005 (LembaranOaerahTahun 2005 Nomor4 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provlns! Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Ke~a Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provlnsl SumateraSelatan (LembaranDaerahTahun 2008 Nomor 1
Seri D);

12. Peraturan Daerah Provlnsl Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organlsasi dan Tata Ke~a Dlnas Daerah Provinsl Sumatera Selatan (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Provinsl Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasl dan Tata Ke~a Inspektorat, Badan PerencanaanPembangunanOaerah
dan Lembaga Teknls OaerahProvinsi SumateraSelatan (LembaranOaerah Tahun
2008 Nomor 3 Sen 0).
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(1) Sebagai Pemegang Kas Umum Daerah, Bank Sumatera Selatan
menyelenggarakan pencatatan semua jenls Pendapatan Daerah dan semua
Pengeluaran Daerah beradasarkan atas hak dan kewajlban Daerah dalam rangka
penyelenggaraanPemerlntahandi Provinsi Sumatera Selatan;

(2) Rekening Kas Umum Dearah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah:
a. Rekening Nomor 140.300.0001(PAD).
b. Rekening Nomor 140.300.0002(Dana Perimbangan).
c. Rekenlng Nomor 140.300.0003(Gajl).

(3) Tugas dan tanggungjawab Pemegang Kas UmumDaerah Provinsi adalah :
a. menyelenggarakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran seluruh kode

rekening dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsl;
b. mencalat secara tertlb ke dalam Buku Kas (B. IX) dan B. IX a) semua jenis

pendapatan daerah baik yang yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
maupun Dana Perimbangan, atau semua uang yang dlterima kemball dari
pengeluaran-pengeluaranyang lelah diselesaikan dengan konlra pos;

c. menyelenggarakan pencalatan pengeluaran-pengeluaran daerah
berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan
oleh pejabat yang berwenang untuk menandatanganl Sura! Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkanoleh Biro Keuangan;

BAB II
BANK SUMSEL SEBAGAl PEMEGANG KAS UMUM DAERAH

Pasal2
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7. Cabang Bank adalah Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan
di Wilayah Provinsl SumateraSelatan.

8. Cabang Pembantu adalah Cabang Pembantu PT. Bank Pembangllnan Daerah
Sumatera Selatan dl Wllayah Provinsi Sumalera Selatan.

9. ·Direksfadalah Dlreksi PT. Bank Pernbangunan Daerah Sumatera Selatan yang
diangkat oleh Gubemur SumateraSelatan.

10. Pemimpin Cabang adalah Pemimpin Cabang P~. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan yang dlangkat oleh Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumalera Selatan.

11. Pemimpin Cabang Pembantu adalah Pemimpln Cabang Pembantu PT. Bank
Pembangunan Daerah Sumatera Selatan yang diangkat oleh Direksi PT. Bank
PembangunanDaerah Sumatera Selatan.

12. Pemegang Kas Umum Daerah adalah Pemegang Kas Daerah Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan.

13. Pemegang Kas Umum Daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima,
menyimpan,membayar alau menyerahkan uang daerah, sural-sural berhargadan
barang-barang mllik daerah sesuai dengan yang dlmaksud dalam Peraturan
Pemerinlah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

14. Dinas Pendapalan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provlnsi Sumatera
Selatan.



(1) Bank meyelenggarakan pembayaran-pembayaran atas dasar Surat Perlnlah
. PencairanDana (SP2D). .

(2) Sural Perinlah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan dan ditandalangani' oleh
Kepala Biro Keuangan alas nama Gubemur dan/atau Pejabal·pejabal yang
ditunjuknya. .

(3) Penunjukan Pejabat·pejabatsebagalmanadimaksud dalam ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur dan Bank menerima petikan/sallnannyadisertai
dengan "Specimen"tanda langan pejabat-pejabatyangdilunjuknya.

(4) Untuk keperluan Sural Perinlah Pencairan Dana (SP2D) pembayaran yang
diselenggarakan oleh Bank, Biro Keuangan menerbitkan Sural Perintah
Pencairan Dana (SP2D) yang harus juga disesualkan dengan petunjuk
Kepulusan Menterl Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 lenlang Pelaksanaan
Tugas Pemegang Kas Daerah dalam Pengurusan Keuangan Daerah yang
dilandatanganioleh pejabal·pejabatyang ditunjuktersebut.

Pasal4

(1) Bank mengurus (dalam arti menerima, menyimpan serta menyelesaikan
pencatatan)uang-uangDaerah,balk yang didapat denganpenukaranpencairan
surat-surat berharga (surat perintahpencairandana, giro, cek, dan sebagainya),
yang diterbitkan oleh Aparatur Keuangan Negara dan Bank-bank Negara
maupun yang dlterima dengan jalan/cara lain misalnya setoran uang tunai,
pemindahbukuan,wesel-weselpos/pemerlntahdan lain sebagalnya.

(2) Dlreksi Bank dan Pemlmpln Cabang serta Pemimpln Cabang Pembantu
bertanggung jawab sepenuhnya atas pengurusan uang-uang daerah berlkut
kelancaran jalannya lalu lintas pembayaran uang daerah, karenanya
berKewajibanmelakukanpemitungandan bertanggungjawab kepadaGubemur.

BAB III
TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK

MENGENAILALU UNTAS PEMBAYARAN DAN
PENGURUSAN UANG DAERAH

Pasal3

d. mengkajilmenguji kebenaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang
diuangkan oleh Pemegang Kas Bendaharawan maupun pihak ketiga
mengenai kebenaran berdasarKanketentuan-ketentuansyarat sahnya Sural
PerintahPencairanDana (SP2D)berdasarkankelenluan berlaku;

e. menyelenggarakanpencatatan dalam Buku Kas Khusus Gaji (B.IX-Khusus)
semua pengeiuaran-pengeluaran pembayaran Gajl berdasarkan
pengeluaran-pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang
diterbilkan oleh Biro Keuangan dan semua pengeluaran berdasarKanSural
Perinlah Pencairan Dana (SP2D) Gaji yang telah ditandatangani lunas oieh
yang bernakdan dibubuhi tanda lunasoleh BiroKeuangan.

f. membuat laporan harian mengenaiposisi Kas Daerah kepada Gubemur c.q.
BiroKeuangandenganmelampirKantindasan Buku Kas Umum(B.IX);

g. pemegang kas daerah bertanggungjawab atas uang-uang yang ada dalam
pengurusannya kepada Gubemur baik mengenai dalam hal te~adinya
kerugian atau ketekoran Kas maupun keselamatan uang milik daerah
tersebut.

- 4-



(2) Pencairan atau pembayaran lunas Sural Perinlah Pencairan Dana (SP2D) harus
nyata dan dan ditandatanganl oleh yang berhak menerimanya, atau jika ia tidak
dapal membubuhl landa tangannya dapat menggunakan sidlk jarinya atau salu
Surat Keterangan yang memuaVmenyatakanbahwa jumlah yang dibayar lelah
diterimanya (suraVrecupos wesel) atau jumlah itu telah dibukukan atas namanya
pada salu Bank yang dilunjuk, semua surat-sural keterangan ilu harus
dilampirkan pada Sural Perinlah Pencalran Dana (SP2D) yang bersangkutan.

$urat Perintah Pencalran Dana (SP2D) dlbuat oleh Biro Keuangan sebagal
berikut: .
a. Sepanjang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Ini diuangkan pada Bank

Sumsel Cabang A. Rivai dibuat 4 rangkap menurut kebutuhan, dengan
ketentuan sebagal berikut :
1) Lembar kesatu (asli) dlperuntukkan bagl Bank Sumsel CabangA. Rivai;
2) Lembar kedua dlperuntukkan bagi Bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro

Keuangan;
3) Lembar ketiga dlperuntukkan bagI Baglan Perbendaharaan Biro

Keuangan;
4) Lembar keempat dlperuntukkan bagl yang berhakmenerlmanya.

b. Sepanjang Surat Perintah Pencalran Dana (SP2D) Inl dluangkan pada
Cabang-cabangBank Sumsel dibuat 5 rangkap menurut kebutuhan, dengan
ketentuan sebagal berikut :
1) Lembar kesatu (asli) dlperuntukkan bagl Bank Sumsel;
2) Lembar kedua dlperuntukkan bagl Baglan Akuntansl dan Pelaporan Biro

Keuangan;
3) Lembar ketiga dlperuntukkan bagl Baglan Perbendaharaan Biro

Keuangan;
4) Lembar keempat d;peruntukkan bagl yang berhakmenerlmanya;
5) Lembar kellma dlperunlukkan bagl Cabang Bank di daerah yang

bersangkutan.
c. Sepanjang Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D) ini dluangkan pada

Cabang-cabang Pembantu Bank Sumsel dibual 6 rangkap menurut
kebuluhan, dengan kelenluan sebagai berikut :
1) Lembar kesalu (asli) diperuntukkan bagi Bank di Palembang;
2) Lembar kedua diperuntukkan bagi Bagian Akuntansl dan Pelaporan Biro

Keuangan;
3) Lembar ketiga diperuntukkan bag; Bagian Perbendaharaan Biro

Keuangan;
4) Lembar keempat diperuntukkan bagl yang berhakmenerimanya;
5) Lembar kellma dlperuntukkan bagi Cabang Bank di daerah yang

bersangkutan;
6) Lembar keenam diperuntukkan bagi Cabang Pembanlu Bank di daerah

yang bersangkutan.

(1)

BABIV
SURATPERINTAHPENCAIRANDANA

PasalS
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.. '
(6) Seilap surat Perinlah Pencairan Dana (SP2D) yang lelah dibayar lunas oleh

Bank, harus dibubuhi tanggal dan pembayaran lunas, validasi beserta cap:Bank
bersangkutan, selanjutnya Bank memberitahukan tenlang nomor, langgal'Surat
Perlntah Pencalran Dana (SP2D), penunjukan yang berhak menerrna dan
. besamya juinlah uang yang berhubungan dengan surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D)yang bersangkutandi sudul kananalas. .

(7) . Daftar-daftar yang merupakan lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
asli dijepitkandengan hecheratau cara lain pada Surat PerintahPencairan Dana
(SP2D) tersebut dan karena ilu, tidak boleh dilepaskan atau ditiadakan atau
dihilangkanoleh siapapun.

(8) Daftar-daftar yang merupakan lampiran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
asli lersebut setelah diuangkan sebagai bahan kelengkapan laporan Pemegang
Kas Daerah.

(1) Bank hanya membalasl pengujlan mengenai kebenaran dan besamya jumlah
pengeluaran yang lertera dengan huruf dan angka Qadi tidak mencangkup
kebenaran efektasinya pada mata pasal dan lahun dlnas yang sesuai/tepat),
penyesualan anlara Jumlahpada Sural Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai
dengan specimen yang berada di Bank dengan batas-batas kewenangannnya,
tanda tangan lunas dari yang berihakmenerima uang, sural kuasa dan yang
berkepentingan kepada yang diberi kuasa dengan Akte Notarls yang telah
dilegalisir yang berkewajibanmenurut hukum untuk menerima uangnya dengan
tidak mengabaikan identitas (tanda pengenal dlri) dari penerlma kuasa yang
syahmenurul hukum.

(2) Pengujian perihal syaral-syarat berkenaan dengan dasar hukum dan lujuan
penggunaan uang serta pengawasan terhadap kelelilian pengeluaranmenurul
Surat Perinlah PencairanDana (SP2D) berada di luar wewenangBank.

(3) Surat Perinlah Pencairan Dana (SP2D) yang dilerbllkan dalam 1 (Salu) tahun
anggaran hanya berlaku sampai dengan berakhlmya lahun anggaran yang
bersangkulan.

(4) Permintaan pembayaran alas dasar Sural Perinlah Pencalran Dana (SP2D)
yang lelah melewall balas waklu lersebul harusdilolak Bank.

(5) Dalam hal Sural Perinlah Pencairan Dana (SP2D) dllolak oleh Bank
sebagalmana dimaksud pada ayal (4), maka Bank harus membenlahukan
kepada yang bersangkulan dan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan untuk
dlterbllkan Sural PerintahPencairanDana (SP2D) pengganti.

Pasal7

(1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diberikan nomor urut yang berurutan
menurut tata cara sistematikayang ditetapkan oleh Biro Keuangan.

(2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru dapal dibayar oleh Bank setelah
dluji kebenarannya(keabsahannya).

Pasal6
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(1) Sural setoran dlbual dalam rangkap 5 (lima) sepanjang penyeloran dilakukan
langsungpada Bank Sumselyaitu :
a. Lembar pertama dan lembar kedua dari surat setoran setelah dlberi langgal

dan landa lunasoleh PemegangKas DaerahdlkembalikankepadaPenyetor.
b. Lembar ketigadlklrimke Biro Keuangansebagallamplran B-IX.
c. Lembarkeempat untukDlnasPendapatanDaerah (bUaperlu).
d. Lembarkellmauntukarslp.

(2) Surat setorandibuat dalam rangkap6 (enam) sepanjangsetorandllakukanpada
KantorCabang/KantorCabangPembantuBank Sumsel yaitu :
a. Lembar pertama dan lembar kedua selelah dibubuhi tanggal dan tanda

tangan oleh Pembantu Pemegang Kas Daerah dlkembalikan kepada
Penyetor.

b. Lembar ketiga untuk lampiran B-IX kepada Biro Keuangan melalui Kantor
Pusal di Palembang.

c. Lembar keempat unluk Dlnas Pendapatan Daerah (blla dlpertukan) melalui
KantorPusa!.

d. Lembar kelimake Kantor Pusatuntuk Pengawasan.

Pasal10

(1) Penerimaanberupaseloran plhakkeliga (Dlnas, PemegangKas/Bendaharawan,
Wajlb Bayar, dan lain-lain) kepada Bank harus dllakukan dengan
mempergunakansural seloran menurul model lertenlu sesual kelenluan yang
berlaku.

(2) Pada sural setoran dlmaksud harus dinyalakan dengan jelas bahwa seloran ilu
adalah penerimaan bagi daerah dan karenanya harus dlbubuhkan pula uralan
yang singkal lelapl jelas perfhal jenls/slfal uang seloran dan kode rekenlng
penerlmaandarfAnggaranPendapalandan BelanjaDaerah.

BABV
PENYETORAN

Pasal9

Dalam hill le~adi perbedaan antara Sural Perfnlah Pencairan Dana (SP2D) atau hal
hal lain yang menclirigakan, pemegang kasdaerah/pembanlu pemegang kas daerah

. diharuskan merigecek kembali kepada yang mengeluarkan Sural Perinlah'Pencalran
Dana (SP2D)dalam hal ini KepalaBiro Keuanganatau yang mewakili balk secara IIsan
maupun tertulis atas kebenaran alau perbedaan tersebul, dan tidak dlberiarkan
melasukanpembayaransebelumada penyesuaianlselujubayar.

Pasal8
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(1) Penerimaan untuk Daerah dan pengeluaran atas beban daerah harus
diselenggarakansecara senlral oleh PT. Bank Sumsel, satu sama lain dengan
mempergunakan buku Kas Daerah menurut model B-IX yang dilenlukan
berdasarkan Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1999 tentang
Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam Pengurusan Keuilngan
Daerah.
Penerimaan dan pengeluaran yang te~adi pada Cabang-cabang Bank dan
Cabang Pembanlu Bank dllakukan dalam buku Kas Daerah model B-IXa yang
pada dasarnya sama denganmodel B-IX.

(2)

Pasal13

(1) Daerah menerima pula setoran-setoran berupa pajak daerah, relribusi daerah
dan uang pungutan daerah lainnya, yang dilakukan secara khusus pada Kantor
karitor Pos yallu pada Giro Dinas dan Ce.kPos unluk dibukukan pada rekening
rekening dinas/inslanslyang bersangkutan.

(2) Penerimaan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (1) saldo yang
. dicalal, tlap-tlap 10 (sepuluh)hari dipindahbukukanke rekenlng Kas Daerah.

BABVI
PEMINDAHBUKUAN SALDO UANG-UANG DAERAH YANG DICATAT

PADA REKENING GIRO, GIRO DINAS DAN CEK POS SERTA
AKUNTANSI DAN PELAPORANNYA PADA BUKU KAS DAERAH B-IX

Pasal12

(1) Selain dari sural-sural seloran sebagaimanadimaksud dalam Pasal10 lerdapal
juga setoran-setoranoleh perorangandengan menggunakan "Surat Penagihan"
menurut model B-XIV berdasar1<anKeputusanMenteri Dalam Negerl Nomor 32
Tahun 1999 lentang Pelaksanaan Tugas Pemegang Kas Daerah Dalam
PengurusanKeuanganDaerah. .

(2) Sural penagihan diterbilkan oleh Dinas Pendapalan Daerah unluk hal-hal
tertenlu dalam rangkap5 (lima).

(3) Dalam hal te~adi penyeloran dengan menggunakan Sural Penagihan
sebagaimanadimaksud pada ayal (1), maka harus diperhatikan hal-hal sebagai
berikul;
a. 1 (salu) lembar dlmana lertera sebulan di sebelah atas dikembalikan kepada

penyetorsebagal tanda sudah melunasi taglhan.
b. 4 (empat) lembar dimana tertera sebutan opscrift atau pemberitahuanisurat

penagihandi sebelah atas :
1. 3 (tlga) lembar dengan sebulan di sebelah alas dlkembalikan kepada

penyelor sebagal landa usahamelunasl laglhan;
2. 1 (salu) lembar selelah dlb~buhl langgal dan landa lunas oleh Pemegang

Kas DaerahiPembanlu Pemegang Kas Daerah dikembalikan kepada
penyelor untuk dlpergunakan sebagai pemberitahuan kepada Biro
Keuangan/Dlnas Pendapatan Daerah yang mengeluarkan Sural
Penaglhansebagalmanaayal (2).

Pasal11

- 8 -



Tlep-fiap halaman dart buku kas harus diberi nomor halaman secara berurutan untuk
lembar pertama dan terakhir buku Kas Daerah B·IX dan B·IXa ditandatangani oleh
PimpinanCabang atau Pejabat Bank, sedangkan lembar lainnya diparat.

Pasal15

(1) Tlap·tiap penerimaan maupun pengeluaran harus dlbukukan dalam Buku Kas
Daerah yang khusus dlsediakan untuk keper1uanuang·uang Daerah yaitu :
a. B·IX untuk penerlmaan/pengeluaranyang te~adl pada Bank Kantor Pusal.
b. B·IXa untuk penerimaan/pengeluaranyang te~adl pada Cabang·cabangBank.

(2) Selanjutnya buku Kas Daerah B·IX dan B·IXa akan disebut Buku Kas.

(3) Akuntansi dan Pelaporan penerimaan dan pengeluaran dilakukan pada han
dimana penerimaan dan pengeluaran Itu benar-benar te~adl secara berurutan
disertai dengan uraian-uralan yang singkat tetapi jelas secara terperlnci menurut
keperluannya.

(4) Perbalkan dalam buku kas dapat dibaca dengan jelas dan coreten-coretan harus
dlbubuhl parat, sedangkan penqhapusan-pengnapusantidak boleh te~adi.

(5) Garis·garis yang tidak diisl harus dlbuat sedemiklan rupa sehingga tidak akan
dapat dipakai misalnya dengan menarlk garis mendatar (horizont8~.

(6) Akuntansi dan Pelaporan-Asuntans! dan Pelaporan harusnya dibuat dengan
tullsan yang nantinya dldapat tembusen-tembusanyang terang.

(7) Semua Pos penerlmaan dan pengeluaran harus dlberi nomor urut dalam buku
kas (cashpos number)kecuall pos saldo atau pes-pes perbaikan (redros).

(8) Tanda buktJ penerimaan atau pengeluaran harus diberi nomor pula sesuai
dengan nomor-nomor dalam buku kas dan merupakan lamplran dart surat-surat
pertanggungjawaban.

BAB VII

CARA·CARA AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN UANG·UANG DAERAH

Pasal14

·9·

(3) Mutasi-mutasi uang antara Bank dengan Cabang-cabang dan Cabang
Pembantu gUlJa kepertuan menambah persediaan Kas (Cash Supply) pada
Cabang·cabarig Bank dan Cabang Pembantu yang bersangkutan berikut
perhltungannya (ke rekeningnya) difakukan di luar Kas Daersh- B·IX dan
pembantu buku Kas Daerah B·IXa (intema~.

(4) . Cara Akuntansi dan Pelaporan jumlah-jllmlah menurut Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) dalam Buku Kas model B·IX dan B·IXa harus diselenggarakan
secara brute, .



a. Surat Perintan Pencalran Dana (SP2D) (Iembar asH)yang telah dinalkkan
pada CabangBank tersebul di atas.

b. Lembar keliga dan sural setoran dlmaksuddalam Pasal10.

-,(1) Sobekan 'Buku Kas (B-IX) asli dan lembar ketlga beserta tanda-tanda:bukti
penerimandan pengeluaranuang yang telah memenuhl syarat-syarat pelunasan

, dlsampaikan kepadaBiro Keuangandengan dilampiri tanoa-tendabuktl otehtik,

(2) Sobekan Buku Kas B·IXa dan lembar kedua beserta tanda-tanda bl!kti
penerimaan dan pengeluaran yang telah memeriuhi syarat-syarat pengeluaran
disampalkan pada Bank Pusat untuk dlhlmpun pada Buku B-IX yang harus
dlsertai surat-surat bukll penerimaanipengeluaransebagai berikul :

BABVIII
SURAT·SURATPERTANGGUNGJAWABAN

PENGURUSANUANG·UANGDAERAH
Pasal17

(1) PenutupanBuku Kas dltetapkan sebagal berikut :
a. Buku Kas model B·IX pada Bank dl Palembang harus dltutup liap hari dan

segera dlbuka lagl pada han berikutnya.
b. Buku Kas model B·IXa pada Cabang Bank, harus dltutup flap han dan segera

dlbuka lagl pada hari berikulnya oleh cabang yang bersangkutan.
(2) Penelimaan dan pengeluaran buku Kas Daerah B-IXa pada Cabang Bank

sedapat mungkln harus dlmuat dalam Buku Kas B·IXa selambet-larnbatnya4
(empat) han setelah tanggal penutupanBuku Kas Model B·IXa.

(3) Tlap pemlndahbukuan, penerimaan maupun pengeluaran darl Cabang Bank ke
dalam Buku Kas B·IX harus diberi nomor pos kas berurutan pula, sedangkan
tanggal Akuntansl dan Pelaporan harus dlcatat menurut tanggal te~adinya
pemlndahbukuandlmaksud.

(4) Cara melakukan penutupan buku Kas Daerah B·IX dlselenggarakan sebagai
berlkut:
a. semua penerlmaan dan pengeluaran, pada han yang bersangkutan dalam

masing·masinglajur yang dltetapkan harusdijumlahkan.
b. penjumlahan penerimaan dan pengeluaran, sebagalmana dlmaksud pada

huruf a dl atas dltambah dengan penjumlahan semua penerlmaan dan
pengeluarandar! sejak dlbukanyaldlgunakanBuku Kas model B·IX pada awal
tahun anggaran hlngga terakhlr pada han yang bersangkutan,sehlnggaakan
dlperoleh penjumlahan psnerimaan dan pengeluaran dan sejak
dlbukanyaldlgunakannya Buku Kas B·IX sampal dengan han yang
bersangkutan.

(5) Saldo lebih yang terdapatdalam buku B-IX mengenal periode yang baru dltutup,
tidak dlperoleh dalam halaman benkutnya.

Pasal16
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(1) Hasil pemeriksaan surat-surat pertanggungjawaban oleh Gubemur atau pejabat
yang dilunjuk berupa pendapat-pendapat atau pelunjuk.pelunjuk, peringatan dan
sebagainya dlbuat dalam salu Nota Pendapatan pemeriksaan yang disampaikan
kepada Dlreksl BankSumsel.

BABIX
PEMERIKSAAN SURAT·SURAT

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal18

a. Lembar kesalu dan kedua dan buku kas B·IXa, disertai suret-surat bukti
penerimaandan pengeluaran yaitu :

b. Sura! Perintah Pencairan Dana (SP2D) (Iembar aSIi) yang lelah di!unaikan
pada Cabang Bank.

c. Lembar ketlga dart surat setoran dimaksud pada Pasal10.

d. 2 (dua) lembar surat penagihan dimana tertera sebulan 'Surat Penagihan'
sebagalmanadlmaksud Pasal11.

(5) Setelah diadakan pemeriksaandan Akunlansi dan Pelaporan pada Kantor Pusat
Bank, maka lembar ketiga dan buku B·IXa tanpa lampiran dikembalikan kepada
Cabang Bank yang bersangkutan dengan dibubuhi tanda setuju dan tanda
tangan Pejabat Pemegang Kas atau mereka yang dllunJukolehnya.

(6) Surat-surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh Direksi secara
teratur dan tepat waktunya, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari terhitung mulal saat
terjadinya penulupan Buku B-IX.

(7) Pengiriman surat-surat pertanggungjawaban ini harus diselenggarakan oleh
Direksi secara teratur dan tepal waktunya, yailu dalam waklu 1 (satu) hart
lerhllung mulal saal le~adinya penulupan Buku B·IX.

(8) Direksi Bank menelapkan dan mengeluarkan instruksi secara khusus agar sural
sural pertanggungjawaban yang harus dlbuat oleh Cabang Bank sebagaimana
yang dltenlukan pada Pasal 16 dlkirim selambal-Iambatnya dalam waktu 4
(empal) hari selelah penulupan kepada Bank di Palembang dan agar segala
sesualunya dialur sedemikian rupa, sehingga tidak menghambat kelancaran
pengiriman surat-surat pertanggungjawaban kepada Biro Keuangan seperti
dimaksud pada ayat (6).

. .
(4) Sural·sural pertanggungjawaban perihal pengurusan uang·uang Daerah yang

harus disampaikan oleh Cabang Bank kepada Kantor Pusat Bank di Palemb'ang
terdlri atas :

c. 2 (dua) lembar sural penagihan dlmana lertera sebulan ·Sural Penagihan"
sebagalmana dlmaksud dalam Pasa111.

(3) .Setelah'diadakan pemeriksaanoleh Biro·.Keuanganmaka lembar dari buku B-IX,
tanpa lamplran dikembalikan pada Bank pengitim, dlbubuhi tanda tangar setuju
serta landa tangan Gubemur atau pejabat yang dllunjuk olehnya. . .
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(1) Apabila suatu saldo uang daerah menunjukkan jumlah serendah-rendahnya
sebesar Rp. 500.000.000,00(Lima ratus juta rupiah)maka Direksi Bank segera
memberitahukankepada Gubernurdanmengusulkandilakukannyapenambahan
DanaKas Daerah.

(2) bengan izln Gubemur, Bank dapat menangguhkan pencalran Sural Perintah
Pencairan Dana (SP2D) apabila saldo uang daerah menjadi kurang: dan

. Rp. 500.000.000,00(Lima ratusjuta rupiah). . .

(3) Dalam hal-hal yang menyangkut kepenlingan daerah, menurut pertlmbarigan
Gubernur Bank harus melanjutkan pembayaran, maka pembayaran segera
dapat dilaksanakansetelahmendapatperintahdali Gubernur.

(4) Dalam hal te~adi pembayaransebagalmanadimaksudpada ayat (3), makaBank
harus tetapmenjagasaldo uangdaerah tidak menjadlsaldo kurang.

BABXI
SALDO KAS DAERAH

Pasal20

(1) Kesalahan-kesalahan, kekeliruan dan selislhnya yang timbul dari hasH
pemerlksaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 18 merupakan langgung
jawab Pimplnanyang bersangkutan.

(2) Akibal dart pengurusanyang tidak baik, walaupun hal-hal yang timbul sebagai
akibat tidak adanyalkurangnyakelancaranlalu Iintaspembayarandaerah karena
kesalahan, kelalalan, kealpaan Pimpinan Bank dapat menjadi alasan Gubernur
untuk membenkan peringatan atau dimana perfu menuntut ganti rugl kepada
Pimpinan Bank (DlreksliPimpinan Cabang Bank) atau dltuntut sesuai dengan
peraturanperundang-undanganyang berlaku.

BABX
PENGGUGATAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal19

(2) Nota Pendapat pemeriksaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) harus
dijawab dan ditandatanganl sebagaimana mestinya dan disampalkan dalam
waktu selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari terhitung darl saat dikirlmnya Nota
PendapatPemeriksaandimaksud.

(3) Apablla jawaban alas Nota Pendapat tentang pemeriksaan surat
pertanggungjawabantidak dlberikan tepat pada waktunya atau apablla jawaban
dimaksud ltu maslh'belum memenuhisyarat-syarat yang ditenlukan maka akan
dikenakan kelenluan sebagaimanatersebutdlmaksuddalam Pasal19.
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Hal-hal yang belurn diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan lebih lanjut
oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal23

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku bagi Bank
beserta Cabang dan Cabang Pembantunya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai Pemegang Kas Umum Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Umum Provinsi.

BABXIII
PENUTUP

Pasal22

Dengan tidak mengurangi hak instansi atau aparat pengawasan yang menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang untuk mengadakan
pemeriksaan pada PT. Bank Sumsel adalah Inspektorat Provinsi sesual dengan
fungsinya sebagai aparat pengawasan berhak mengadakan pemeriksaan terhadap
Bank sepanjang menyangkut fungsinya sebagai Pemegang Kas Umum Daerah
Provinsi.

BABXII
PENGAWASAN

Pasal21

(3) Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, menurut pertimbangan
Gubernur Bank harus melanjutkan pembayaran, maka pembayaran segera
dapat dilaksanakan setelah mendapat perintah dari Gubernur.

(4) Dalam hal te~adi pembayaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), maka Bank
harus tetap menjaga saldo uang daerah tidak menjadi saldo kurang.

(2) Dengan izin Gubernur, Bank dapat menangguhkan pencairan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) apabila saldo uang daerah menjadi kurang dari
Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

(1) Apabila suatu saldo uang daerah menunjukkan jumlah serendah-rendahnya
sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) maka Direksi Bank segera
memberitahukan kepada Gubernur dan mengusulkan dilakukannya penambahan
Dana Kas Daerah.

BABXI
SALDO KAS DAERAH

Pasal20
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BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR .7 SERI Ji .

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 25 Februari 2010

SEKRETARISDAERAH PROVINSI
SUM TERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

Ditetapkan dl Palembang
pada tanggal 25 Februari 2010

GUBERNUR SUMATERASELATAN,

Itffh~-

Peraturan Gubernur ini mulai berfaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal25

Dengan ber1akunya Peraturan Gubemur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank Pembangunan Daerah
Sumatera Selatan dan Cabang-cabangnya serta Cabang Pembantu sebagai
Pemegang Kas Daerah dan Pembantu Pemegang Kas Daerah Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berfaku.

Pasal24
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN 
 

dto. 
 

H. ALEX NOERDIN 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
SUMATERA SELATAN 

 
dto. 

 
MUSYRIF SUWARDI 


